
  

 

  
 

BUPATI MADIUN 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

SALINAN 
PERATURAN BUPATI MADIUN 

NOMOR 40 TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 
TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI MADIUN, 

 

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk penataan kerapian tata 

ruang kota dan meningkatkan pendapatan serta menjamin 

keberlangsungan pembiayaan pembangunan di lingkungan 

pemerintah daerah dan perlu adanya strategi dan kebijakan 

pada aspek penyelenggaraan reklame; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata 

Cara Penyelenggaraan Reklame. 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 

  2.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan; 

  3.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah; 

  4.  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

  5.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  

  6.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Manajemen Rekayasa Lalu Lintas; 

  7.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua 

kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

  8.  Peraturan   Pemerintah   Nomor   34  Tahun 2006 tentang 
Jalan; 
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  9.  Peraturan   Pemerintah   Nomor   24   Tahun   2018 tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik; 
  10.  Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun    2011   tentang   Pembentukan    Peraturan 

Perundang-Undangan; 

  11.  Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

  12.  Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang 

Percepatan Kemudahan Berusaha; 

  13.  Peraturan   Menteri   Pekerjaan   Umum   Nomor : 

20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan 

Penggunaan Bagian-Bagian Jalan; 

  14.  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 

tentang Analisis Dampak lalu Lintas; 

  15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 120 Tahun 2018; 

  16.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

  17.  Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 

2010 tentang Pajak Daerah; 

  18.  Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 

2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 

  19.  Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 20 Tahun 

2011 tentang Penyelenggaraan Reklame; 

  20.  Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Analisis Dampak Lalu Lintas; 

  21.  Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Penanaman Modal. 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 

PENYELENGGARAAN REKLAME 
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 BAB I 
 KETENTUAN UMUM 

 Pasal 1 
  
 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 

 1.  Daerah adalah Kabupaten Madiun.  

 2.  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun. 

 3.  Bupati adalah Bupati Madiun. 

 4.  Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman 

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun. 

 5.  Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA 

adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun. 

 6.  Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP 

adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Madiun. 

 7.  Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 

komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau 

Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk 

apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi masa, lembaga, bentuk 

usaha tetap dan bentuk badan lainnya. 

 8.  Reklame adalah benda alat perbuatan atau media yang menurut 

bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial 

dipergunakan untuk orang ataupun untuk memperkenalkan, 

menganjurkan atau memujikan status barang, jasa atau orang 

ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, 

jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, 

dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali 

yang dilakukan oleh Pemerintah; 

 9.  Reklame permanen adalah reklame jenis 

papan/billboard/megatron yang menempel bangunan, tiang 

atau yang diselenggarakan dengan bangunan konstruksi yang 

berada di persil maupun diluar persil. 

 10.  Reklame insidentil adalah reklame yang diselenggarakan untuk 

masa tertentu dalam rentang waktu yang singkat. 
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 11.  Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak 

dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, 

berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, 

terprogram, dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di 

dalamnya Videotron dan Electronic Display.  

 12.  Reklame Papan/Billboard adalah reklame yang bersifat tetap 

(tidak dapat dipindahkan), terbuat dari papan kayu, mika, 

aluminium, stainlees steel, kaca, acrylic, termasuk  seng atau 

bahan lain sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan 

(berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel  atau dibuat pada 

bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, kios toko, dan 

sebagainya baik memakai atau tidak memakai lampu 

penerangan. 

 13.  Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu 

atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak 

permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu 

kegiatan (event ) yang bersifat insidentil. 

 14.  Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka 

pendek untuk mempromosikan suatu kegiatan (event) yang 

bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk 

kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis yang dapat 

berupa spanduk, umbul-umbul,  bendera, flag chain (rangkaian 

bendera), banner, dan/atau dengan nama lainnya. 

 15.  Reklame Melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk 

lembaran lepas yang terbuat dari kertas, plastik, tinplat, dan 

sejenisnya yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan, 

dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda. 

 16.  Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran 

lepas yang terbuat dari kertas, plastik, dan sejenisnya yang 

diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan, atau dapat 

diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, 

dipasang, digantungkan pada suatu benda, termasuk 

didalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam bentuk 

undangan. 

 17.  Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempelkan 

atau ditempatkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan 

menggunakan atau dengan cara dibawa oleh orang. 
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 18.  Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara 

dengan menggunakan balon udara, laser, pesawat, atau alat 

lainnya yang sejenis. 

 19.  Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas 

air dengan menggunakan alat tertentu atau alat lain yang 

sejenisnya. 

 20.  Reklame Slide/Film adalah reklame yang diselenggarakan 

dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun 

bahan yang sejenisnya sebagai alat untuk diproyeksikan 

dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam 

ruangan atau di luar ruangan. 

 21.  Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan 

cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai 

suara. 

 22.  Izin adalah Izin Penyelenggaraan Reklame yang diberikan 

kepada orang pribadi atau badan secara tertulis. 

 23.  Pemegang izin atau Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi 

atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan 

atas namanya sendiri atau untuk pihak lain yang menjadi 

tanggungannya. 

 24.  Reklame dengan menggunakan kontruksi adalah 

penyelenggaraan reklame yang memiliki atau memerlukan 

rangka dari besi, baja, beton atau bahan lain yang sejenis dan 

hanya digunakan sebagai penopang atau penyangga bidang 

reklame yang bersangkutan. 

 25.  Lebar bidang reklame adalah ukuran vertikal media/papan 

reklame. 

 26.  Panjang bidang reklame adalah ukuran horizontal media/papan 

reklame. 

 27.  Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari 

perkalian antara lebar dengan panjang. 

 28.  Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo, dan warna 

yang terdapat dalam bidang reklame. 

 29.  Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imaginer antara 

ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah 

dimana reklame tersebut berdiri. 
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 30.  Tinggi Reklame adalah jarak tegak lurus imaginer antara 

ambang paling bawah bidang reklame dengan permukaan tanah 

dimana reklame tersebut berdiri. 

 31.  Kawasan/Zona adalah batasan wilayah tertentu yang sesuai 

dengan manfaat wilayah yang dapat dipergunakan untuk lokasi 

pemasangan reklame. 

 32.  Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh 

seseorang atau badan, yang mempunyai ukuran tertentu sesuai 

dengan peraturan perundang- undangan. 

 33.  Lokasi Bukan Persil adalah semua ruang di luar persil, didalam 

wilayah Daerah, termasuk keseluruhan Ruang Milik Jalan, 

Daerah Manfaat Sungai, dan prasarana lingkungan yang oleh 

Perusahaan Pembangunan Perumahan sudah diserahkan 

kepada Pemerintah Daerah. 

 34.  Titik Pemasangan Reklame adalah titik lokasi pemasangan 

reklame baik reklame tetap maupun insidentil yang   

diperkenankan untuk ditempati reklame sesuai dengan izin yang 

telah diberikan. 

 35.  Panggung Reklame adalah sarana, tempat, dan/atau fasilitas 

untuk memasang satu atau beberapa reklame yang disediakan 

oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain yang dizinkan. 

 36.  Tanda Pengesahan berupa cap/stempel adalah salah satu 

persyaratan izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi 

reklame insidentil. 

 37.  Stiker Izin adalah salah satu tanda bahwa penyelenggaraan 

reklame telah memiliki izin. 

 38.  Komisi Teknis adalah perwakilan dinas-dinas teknis yang berada 

di DPMPTSP. 

 39.  Petugas adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang diberikan tugas 

melaksanakan penertiban yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan reklame. 

 40.  Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak 

untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Reklame. 

 41.  Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya 

jumlah pokok pajak yang terutang. 

 42.  Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD 

adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah 

dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan 

dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran 

yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 
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 Pasal 2 
 RUANG LINGKUP 

   
 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini : 

 a. tata cara, larangan dan perizinan penyelenggaraan Reklame; 

 b. masa berlakunya Izin Reklame; 

 c. tata cara penertiban Reklame; dan 

 d. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan reklame. 

   

 BAB II 
 TATA CARA, LARANGAN DAN PERIZINAN 

 PENYELENGGARAAN REKLAME 

 Bagian Kesatu 

 Tata Cara Penyelenggaraan Reklame 

 Pasal 3 

   

 (1) Penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh penyelenggara 

reklame. 

 (2) Setiap penyelenggaraan reklame di Kabupaten Madiun harus 

memperhatikan aspek tata ruang dan sosial budaya. 

 (3) Penyelenggaraan/pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi Titik Reklame di dalam dan di luar sarana 

dan prasarana umum. 

 (4) Penyelenggaraan/pemasangan titik reklame di dalam sarana dan 

prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 

a. sisi luar trotoar atau bahu jalan; 

b. median jalan; 

c. halte bus; 

d. jembatan penyeberangan orang; 

e. ruang terbuka hijau; 

f. ornamen kota; 

g. terminal; 

h. stasiun kereta api; 

i. gelanggang olah raga; 

j. pos jaga/ pengawasan; 

k. pasar modern; atau 

l. pasar tradisional. 

 (5) Penyelenggaraan/pemasangan titik reklame di luar sarana dan 

prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 

a. diatas bangunan;  

b. menempel pada bangunan; 
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c. ruang udara; 

d. angkutan umum; 

e. di halaman; atau 

f. di area terbuka. 

 (6) Reklame yang dipasang di dalam dan di luar sarana dan 

prasarana umum harus memenuhi ketentuan: 

a. tidak menghalangi, menutupi, dan/atau mengganggu rambu- 

rambu dan arus lalu lintas jalan serta pejalan kaki; 

b. tidak menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata 

pengendara kendaraan; 

c. tidak mengambil dan/atau menyambung daya listrik dari 

Penerangan Jalan Umum (PJU); 

d. tidak mengganggu fungsi Penerangan Jalan Umum (PJU) dan 

lingkungan ekologis sekitar; 

e. memperhatikan kekuatan, dan keamanan konstruksi dengan 

memperhitungkan beban yang dipikul oleh konstruksi antara 

lain beban sendiri, beban bangunan-bangunan, dan beban 

angin dengan mempertimbangkan kondisi dan/atau tempat 

berdirinya Reklame yang dihitung oleh tenaga ahli; 

f. tidak bertentangan dengan kesusilaan, keagamaan, dan 

ketertiban umum; 

g. tidak melintang/memotong jalan untuk reklame kain; dan 

h. tidak ditempel pada tempat/ bangunan milik 

umum/instansi/pribadi yang dapat mengganggu kebersihan, 

ketertiban, dan keindahan khusus untuk Reklame Selebaran. 

 (7) Penyelenggaraan/pemasangan reklame khusus produk rokok 

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

  

 Pasal 4 
  
 (1) Jenis Reklame meliputi: 

a. reklame papan/billboard; 

b. papan nama/shopsign; 

c. reklame megatron/videotron/Large Electronic Display (LED); 

d. reklame kain, banner, baliho dan sejenisnya;  

e. reklame melekat atau stiker atau poster; 

f. reklame selebaran; 

g. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; 

h. reklame udara;  
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i. reklame apung; 

j. reklame suara; 

k. reklame film/slide; dan 

l. reklame peragaan. 

 (2) Sifat Reklame meliputi : 

a. Permanen meliputi : 

1. reklame papan atau billboard minimal ukuran 16 m²; 

2. reklame videotron atau megatron; 

b. Non permanen meliputi : 

1. reklame papan dengan ukuran kurang dari 16 m² 

2. reklame kain, banner, baliho; 

3. reklame melekat atau stiker atau poster; 

4. reklame selebaran; 

5. reklame berjalan termasuk pada kendaraan; 

6. reklame udara; 

7. reklame apung; 

8. reklame film dan slide; 

9. reklame peragaan 

 (3) Penyelenggaraan Reklame Permanen dengan menggunakan 

konstruksi bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) Reklame dan dikenakan retribusi Izin Mendirikan 

Bangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

   
 Pasal 5 

  
 Lokasi penyelenggaraan/pemasangan reklame dapat dilakukan di 

tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah, milik 

perorangan, atau badan yang disewakan sesuai Peraturan 

Perundang-undangan sepanjang tidak mengganggu fasilitas umum, 

fasilitas sosial dan ketertiban umum 

 Pasal 6 
  
 (1) Lokasi penyelenggaraan/pemasangan reklame, ditetapkan dalam 

kawasan – kawasan sebagai berikut : 

a. kawasan hijau dan taman kota; 

b. kawasan perdagangan dan jasa; 

c. kawasan pemukiman; 

d. kawasan pariwisata, olahraga, dan rekreasi; 

e. jembatan penyeberangan; 
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f. kawasan pendidikan; 

g. kawasan kesehatan; dan 

h. kawasan industri. 

 

 (2) Dalam hal kawasan pendidikan dan kawasan kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan g digunakan 

sebagai lokasi penyelenggaraan pemasangan reklame, maka 

harus mendapat izin atau rekomendasi teknis terlebih dahulu 

dari pejabat yang berwenang. 

   
 Bagian Kedua 

 Larangan Penyelenggaraan Reklame 

 Pasal 7 
  

 (1) Reklame dilarang dipasang pada : 

a. pohon; 

b. rambu-rambu lalu lintas; 

c. tempat ibadah; 

d. tugu batas wilayah kabupaten; 

e. tugu identitas kabupaten; 

f. bangunan bersejarah; 

g. Lingkungan Perkantoran Pemerintah Daerah. 

 (2) Reklame produk rokok dilarang dipasang pada fasilitas 

pendidikan dan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, 

Fasilitas Kesehatan dan Sekolah. 

 (3) Reklame spanduk dilarang dipasang melintang di jalan, kecuali 

bando jalan yang sudah mendapat izin sesuai Peraturan 

Perundang-undangan. 

   
 Bagian Ketiga 

 Perizinan Penyelenggaraan Reklame 
 Pasal 8 

  
 (1) Setiap Badan atau orang perorangan yang 

menyelenggarakan/memasang reklame wajib mendapatkan izin 

dari Bupati. 

 (2) Izin Penyelenggaraan Reklame diproses dan diterbitkan oleh 

DPMPTSP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
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 Pasal 9 

   

 (1) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), penyelenggara reklame 

mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala 

DPMPTSP.  

 (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat 1 dengan mengisi 

surat permohonan penyelenggaraan reklame dengan dilampiri : 

a. Izin Reklame Permanen dengan menggunakan konstruksi 

bangunan : 

1. fotokopi KTP Pemohon; 

2. Nomor Induk Berusaha atau yang disingkat dengan NIB 

dan izin yang diterbitkan Lembaga OSS lainnya; 

3. Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) yang dinyatakan valid; 

4. fotokopi akte pendirian badan usaha/badan hukum 

pemohon dan pengesahannya; 

5. foto kondisi eksisting dan gambar tampilan visualisasi 

rencana reklame; 

6. denah lokasi dan rincian titik penempatan reklame; 

7. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Konstruksi; 

8. Surat Persetujuan pemilik lahan/persil/ bangunan, jika 

berada di tanah/bangunan milik Pemerintah berupa 

persetujuan rekomendasi dari kepala instansi terkait; dan 

9. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Reklame. 

  b. Izin Reklame Bulanan, Mingguan dan Insidentil/Izin 

Terbatas: 

1. fotokopi KTP Pemohon; 

2. denah lokasi dan rincian titik penempatan reklame; dan 

3. materi reklame yang akan dipasang / diedarkan. 

  c. Perpanjangan Izin Reklame : 

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; 

2. Nomor Induk Berusaha atau yang disingkat dengan NIB 

dan izin yang diterbitkan Lembaga OSS lainnya; 

3. surat pernyataan pertanggungjawaban konstruksi untuk 

reklame permanen; 

4. gambar/ foto reklame;  

5. surat izin terdahulu; dan 

6. bukti pembayaran pajak reklame terdahulu. 
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 (3) Izin reklame bulanan, mingguan dan insidentil/ izin terbatas 

untuk jenis kain, selebaran atau melekat dilengkapi dengan 

tanda pengesahan dalam bentuk stempel. 

 (4) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh 

BAPENDA setelah pajak reklame dilunasi serta sebelum reklame 

dipasang/diedarkan. 

 (5) Perpanjangan Izin Reklame hanya diberikan kepada reklame 

yang bentuk dan titik pemasangannya tidak mengalami 

perubahan. 

 (6) Perpanjangan Izin Reklame yang dimohonkan selain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberlakukan  sebagai 

pengajuan izin baru. 

 (7) Perpanjangan Izin Reklame harus diajukan paling lambat 30 

(tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya izin berakhir. 

 (8) Apabila sampai batas waktu masa habis izin belum melakukan 

perpanjangan izin penyelenggaraan reklame, maka pemegang 

izin dianggap tidak memperpanjang izin dan titik yang 

bersangkutan dapat diberikan kepada pemohon yang lain sesuai 

dengan Peraturan Perundang-undangan. 

 (9) Tata cara permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame adalah 

sebagai berikut : 

a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis ke 

DPMPTSP dengan mengisi formulir permohonan dan SPOPD 

dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2); 

b. Formulir permohonan dan formulir SPOPD tercantum dalam 

lampiran Peraturan ini; 

c. Petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan, 

apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan 

diberikan penjelasan untuk selanjutnya dilengkapi oleh 

pemohon atau apabila telah lengkap maka petugas 

memberikan tanda terima kepada pemohon sebagai bukti 

pengajuan telah diterima; 

d. Komisi Teknis melakukan pemeriksaan atas pengajuan 

permohonan izin terkait ukuran, jenis, materi dan 

penempatan reklame, dan sekaligus memberikan 

pertimbangan secara teknis dan administrasi yang 

dituangkan dalam Berita Acara; 
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e. Apabila permohonan pengajuan izin ditolak, maka akan 

disampaikan surat penolakan kepada pemohon; 

f. Apabila permohonan pengajuan disetujui, maka disiapkan 

SKPD untuk disampaikan kepada pemohon selanjutnya 

dilakukan pembayaran; 

g. Berdasarkan SSPD yang ditunjukkan pemohon, maka 

petugas menyiapkan konsep Izin Reklame untuk disahkan 

dan disampaikan kepada pemohon. 

h. Penyelesaian permohonan izin reklame paling lama 7 (tujuh) 

hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap. 

   

 Pasal 10 
   

 (1) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

8 ayat (1) dikecualikan bagi penyelenggara :  

a. reklame melalui televisi, radio, warta harian, warta 

mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; 

b. reklame yang semata-mata memuat nama tempat ibadah 

dan tempat panti asuhan; 

c. reklame yang hanya mencantumkan nama pengenal  usaha 

atau profesi yang dipasang melekat pada  bangunan tempat 

usaha atau profesi dan diselenggarakan sesuai dengan 

ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau 

profesi; 

d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah 

Provinsi dan Pemerintah Daerah serta Instansi Pemerintah 

lainnya; dan 

e. reklame yang diperuntukkan bagi keperluan pemilihan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Presiden dan Wakil 

Presiden, pemilihan anggota Legislatif, pemilihan umum 

lainnya serta kegiatan Partai Politik dan kegiatan yang 

bersifat sosial kecuali yang dikerjasamakan dengan pihak 

ketiga. 

 (2) Bagi penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d dan huruf e cukup memberitahukan secara tertulis 

kepada Bupati melalui DPMPTSP. 

   

 Pasal 11 
   

 (1) Kewajiban Pemegang izin atau penyelenggara reklame: 

a. menjaga dan memelihara benda dan alat yang dipergunakan 

untuk reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam 

kondisi baik; 



 

  

 

- 14 - 

b. memperbaiki reklame yang izinnya masih berlaku tetapi 

konstruksi dan/atau tulisan dan gambar dan/atau warna 

dasar reklame mengalami kerusakan dan/atau perubahan 

sehingga mengancam keselamatan umum dan/atau 

keindahan kota; 

c. menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame 

menimbulkan kerugian pada pihak lain; 

d. membayar pajak reklame sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; dan 

e. mencopot/membongkar reklame yang sudah habis masa 

izinnya. 

 (2) Pemegang izin atau penyelenggara reklame, dilarang : 

a. mengubah dan mengganti bentuk kontruksi papan reklame 

yang telah diizinkan; 

b. menempatkan reklame diluar titik yang telah disetujui 

dalam izin yang diberikan; 

c. memindahkan hak penyelenggaraan reklame kepada pihak 

lain, kecuali sudah mendapatkan izin tertulis dari Pejabat 

yang ditunjuk dan memperoleh pertimbangan dari Komisi 

Teknis; dan 

d. menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam izin 

yang diberikan. 

   

 Pasal 12 

   

 Izin penyelenggaraan reklame dapat diterbitkan apabila pemegang 

izin atau penyelenggara reklame telah membayar lunas pajak 

reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kewajiban 

lainnya yang dipersyaratkan. 

  

 Pasal 13 

  
 Izin penyelenggaraan/pemasangan reklame dapat dibatalkan/dicabut 

apabila : 

a. pemegang izin/penyelenggara reklame melakukan hal 

sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2); 

b. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Kabupaten; dan/atau 

c. keinginan sendiri penyelenggara reklame. 
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Pasal 14 
  

 (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Papan Reklame. 

 (2) Tata cara pemasangan papan reklame sebagaimana dimaksud 

ayat (1) ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan. 

   

 BAB III 
 MASA BERLAKUNYA IZIN REKLAME 

 Pasal 15 
   

 (1) Tahunan, berlaku untuk jenis reklame permanen berupa 

reklame papan/billboard minimal ukuran 16 m² dan reklame 

megatron/videotron/large electronic display (LED) dengan jangka 

waktu paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan 

dapat diperpanjang. 

 (2) Bulanan, berlaku untuk jenis reklame papan/billboard dengan 

maksimal ukuran 16 m²  dan reklame Banner/ Baliho dengan 

jangka waktu paling singkat I (satu) bulan dan paling lama 12 

(dua belas) bulan dan dapat diperpanjang. 

 (3) Mingguan, berlaku untuk jenis reklame Peragaan  dan  Kain 

dapat  berupa  spanduk,  umbul-umbul, bendera, flag chain 

(rangkaian bendera), banner, dan/atau dengan nama lainnya, 

dengan  jangka  waktu paling singkat 7 (tujuh) hari dan 

paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang. 

 (4) Insidentil/ izin terbatas, berlaku untuk jenis reklame : 

a. Reklame Melekat/Stiker; 

b. Reklame Selebaran; 

c. Reklame Udara; 

d. Reklame Apung; 

e. Reklame suara; dan 

f. Reklame Film/Slide. 

   

 BAB IV 
 PENERTIBAN REKLAME 

 Pasal 17 
   

 (1) Penyelenggaraan reklame yang tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (1), 

Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 ayat 

(1) dan Pasal 11 ayat (2) diberikan sanksi berupa penertiban 

reklame. 
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 (2) Pelaksanaan penertiban reklame dilaksanakan oleh Perangkat 

Daerah yang menangani urusan penegakan Peraturan Daerah; 

   
 Tata Cara Penertiban Reklame  

 Pasal  18 
  

 (1) Tata cara penertiban reklame sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17 ayat (1) sebagai berikut : 

a. Peringatan tertulis; 

b. Pembongkaran reklame. 

 (2) Bagi orang atau badan yang melanggar ketentuan, sebagaimana 

dalam pasal 17 ayat (1) akan dilakukan penertiban dengan tata 

cara sebagai berikut : 

  a. Peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali yakni : 

1) Peringatan kesatu dalam waktu 5 (lima) hari kerja disertai 

penutupan sementara bidang reklame; 

2) Peringatan kedua dengan jangka waktu 5 (lima) hari kerja; 

dan 

3) Peringatan ketiga dengan jangka waktu 5 (lima) hari kerja. 

  b. Penertiban reklame berupa pembongkaran secara langsung 

dilaksanakan oleh Petugas yang ditunjuk sebagaimana pasal 

17 ayat (2) setelah diberikan surat peringatan ketiga. 

  c. Pelaksanaan pembongkaran reklame dituangkan dalam 

Berita Acara Pembongkaran yang ditandatangani Kepala 

Satpol PP dan saksi dari unsur kecamatan dan/atau 

desa/kelurahan setempat. 

   
 Pasal 19 

   
 Biaya pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 

ayat (2) huruf b dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, melalui Pos Anggaran Belanja pada Perangkat Daerah 

Satuan Polisi Pamong Praja. 

  
 BAB V  
 PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN REKLAME 

 Pasal 20 
  

  Pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan reklame 

dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan 

daerah. 
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 BAB  VI  
 KETENTUAN PENUTUP 

 Pasal 21 

 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Madiun. 

 Ditetapkan di Madiun 

pada tanggal 18 Agustus 2020 

 

BUPATI MADIUN, 

ttd 

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO 

 
Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 18 Agustus 2020     

 

 SEKRETARIS DAERAH, 
 

    ttd 
 

TONTRO PAHLAWANTO 
    

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 40 
 
 

SALINAN 
Sesuai dengan aslinya 

 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 

ALIF MARGIANTO 
NIP. 197805252002121006 
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 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MADIUN 
        NOMOR    : 40 TAHUN 2020 
       TENTANG : TATA CARA PENYELENGGARAAN    

REKLAME 
   

(1) 

Madiun, 

Perihal : Permohonan Izin Reklame Permanen  Kepada 

        Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal 

                dan Pelayanan Terpadu Satu                

                Pintu Kabupaten Madiun 

                 di  

               MADIUN 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya : 

Nama : ........................................................................ 

Alamat : ........................................................................ 

Nama Perusahaan : ........................................................................ 

Alamat Perusahaan : ........................................................................ 

Tanggal Pemasangan : ........................................................................ 

Ukuran Reklame : ........................................................................ 

Banyaknya/ Jumlah : ........................................................................ 

Reklame dipasang di : ........................................................................ 

Bunyi Reklame : ........................................................................ 

No Telp/ HP : ........................................................................ 

Nama Reklame : ........................................................................ 

Macam Bentuk Reklame : ........................................................................ 

Selanjutnya dengan ini kami lampirkan: 

 

1. Surat Kuasa (dalam hal dikuasakan); 

2. Fotokopi KTP; 

3. Fotokopi akte pendirian; 

4. Nomor Induk Berusaha ( NIB ) beserta Izin yang telah diterbitkan oleh OSS; 

5. Foto kondisi eksisting dan gambar tampilan visualisasi rencana reklame; 

6. Denah dan rincian titik penempatan reklame; 

7. Surat pernyataan pertanggungjawaban konstruksi; 

8. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan. 

9. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen  

 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon untuk diberikan izin pemasangan Reklame 

perusahaan tersebut diatas. 

 

Demikian surat permohonan izin ini saya buat dengan sebenarnya dan mohon dapatnya 

disetujui. 

 

Yang membuat permohonan, 

 

 

(                                           ) 
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(2) 

 

Madiun, 

Perihal : Permohonan Izin Reklame Non Permanen  Kepada 

        Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal 

                dan Pelayanan Terpadu Satu                

                Pintu Kabupaten Madiun 

                 di  

               MADIUN 

                  

Yang bertanda tangan di bawah ini saya : 

Nama    : ........................................................................ 

Alamat    : ........................................................................ 

Nama Perusahaan  : ........................................................................ 

Alamat Perusahaan  : ........................................................................ 

Tanggal Pemasangan  : ........................................................................ 

Ukuran Reklame  : ........................................................................ 

Banyaknya/ Jumlah  : ........................................................................ 

Reklame dipasang di  : ........................................................................ 

Bunyi Reklame  : ........................................................................ 

No Telp/ HP   : ........................................................................ 

Nama Reklame  : ........................................................................ 

Macam Bentuk Reklame : ........................................................................ 

Selanjutnya dengan ini kami lampirkan: 

1. Surat Kuasa (dalam hal dikuasakan); 

2. Fotokopi KTP; 

3. Denah dan rincian titik penempatan reklame; 

4. Materi Reklame; 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon untuk diberikan izin pemasangan Reklame 

perusahaan tersebut diatas. 

Demikian surat permohonan izin ini saya buat dengan sebenarnya dan mohon dapatnya 

disetujui. 

 

Yang membuat permohonan, 

 

 

(                                           ) 

 

 

2 
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(3) 

                                                                                    Madiun, 

Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Reklame  Kepada 

        Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal  

               dan Pelayanan Terpadu Satu                 

               Pintu Kabupaten Madiun 

                 di  

               MADIUN 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya : 

Nama    : ........................................................................ 

Alamat    : ........................................................................ 

Nama Perusahaan  : ........................................................................ 

Alamat Perusahaan  : ........................................................................ 

Tanggal Pemasangan  : ........................................................................ 

Ukuran Reklame  : ........................................................................ 

Banyaknya/ Jumlah  : ........................................................................ 

Reklame dipasang di  : ........................................................................ 

Bunyi Reklame  : ........................................................................ 

No Telp/ HP   : ........................................................................ 

Nama Reklame  : ........................................................................ 

Macam Bentuk Reklame : ........................................................................ 

Selanjutnya dengan ini kami lampirkan: 

 

1. Surat Kuasa (dalam hal dikuasakan); 

2. Fotokopi KTP; 

3. Surat pernyataan pertanggungjawaban konstruksi; 

4. Gambar / foto reklame; 

5. Surat izin terdahulu; 

6. Bukti pembayaran pajak reklame terdahulu. 

 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon untuk dapat diberikannya izin perpanjangan 

pemasangan Reklame perusahaan tersebut diatas. 

 

Demikian surat permohonan izin ini saya buat dengan sebenarnya dan mohon dapatnya disetujui. 

                                                             

                                                          Yang membuat permohonan, 

 

                                                           (                                           ) 
 

 

BUPATI MADIUN, 
 

ttd 

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO 

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 18 Agustus 2020     

 

 SEKRETARIS DAERAH, 
 

    ttd 
 

TONTRO PAHLAWANTO 
    

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 40 
 

SALINAN 
Sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 

ALIF MARGIANTO 
NIP. 197805252002121006 
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 LAMPIRAN  II  PERATURAN  BUPATI  MADIUN 
    NOMOR      : 40 TAHUN 2020 
                        TENTANG : TATA CARA PENYELENGGARAAN     

REKLAME 
 

 

KOP PERUSAHAAN 
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KONSTRUKSI 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama : …………………………………………………………… 

Alamat :  …………………………………………………………… 
Jabatan :  …………………………………………………………… 

No. Telepon :  …………………………………………………………… 
 

Bertindak untuk dan atas nama perusahaan : 
 

Nama perusahaan : …………………………………………………………… 

Alamat Perusahaan    :  …………………………………………………………… 
No Telepon/Faximile   :  …………………………………………………………… 

NPWP :  …………………………………………………………… 
NIB : …………………………………………………………… 
 

Dengan ini menyatakan terhadap reklame yang didirikan, 
kami sebagai penanggung jawab : 
 

1. Bertanggung jawab penuh terhadap bangunan reklame yang sudah berdiri baik 
menyangkut kekuatan konstruksi, kekokohan dan kualitas struktur bangunan 

serta keselamatan umum di lingkungan sekitarnya dan kegagalan konstruksi; 

2. Bertanggungjawab penuh terhadap segala sesuatu yang timbul akibat berdirinya 
bangunan tersebut; 

3. Gambar sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. 
 

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 
 

Madiun ,  ………………………… 
          Yang membuat pernyataan 

             

                      Materai 6000 
   

(……………………………) 

 

BUPATI MADIUN, 
 

ttd 

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO 

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 18 Agustus 2020     

 

 SEKRETARIS DAERAH, 
 

    ttd 
 

TONTRO PAHLAWANTO 
    

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 40 
 

SALINAN 

Sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 

ALIF MARGIANTO 

NIP. 197805252002121006 
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 LAMPIRAN  III  PERATURAN  BUPATI  MADIUN 
                                NOMOR      : 40 TAHUN 2020 
                         TENTANG : TATA CARA 

PENYELENGGARAAN     
REKLAME 

 
SURAT PERSETUJUAN  

PEMANFAATAN LAHAN/PERSIL 

 
Dengan hormat, 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama   : …………………………………………………………….. 

Alamat   : …………………………………………………………….. 

No. Telepon  : …………………………………………………………….. 

Penanggungjawab/pemilik lahan persil/ sertipikat : 

Nomor  : …………………………………………………………….. 

Desa/Kelurahan : …………………………………………………………….. 

Kecamatan  : …………………………………………………………….. 

Lokasi Reklame  : …………………………………………………………….. 

Dengan ini menyatakan persetujuan penggunaan lahan untuk reklame yang 

didirikan pada lahan/persil diatas, oleh :  

Nama perusahaan/Perorangan:  …………………………………………………………….. 

Ukuran/jenis reklame              : …………………………………………………………….. 

Masa ijin sewa lahan/persil      : …………………………………………………………….. 

 

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya 

                                                                                  Madiun, …………………… 
               Yang membuat persetujuan 

           
                                                                       Materai 6000 
 

                                                                      (……………………………) 

 
 

BUPATI MADIUN, 
 

ttd 

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO 

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 18 Agustus 2020     

 SEKRETARIS DAERAH, 
 

    ttd 

TONTRO PAHLAWANTO 
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 40 

 

SALINAN 
Sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
ALIF MARGIANTO 

NIP. 197805252002121006 
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 LAMPIRAN  IV PERATURAN BUPATI MADIUN 
                              NOMOR : 40  TAHUN 2020 
                       TENTANG : TATA CARA 

PENYELENGGARAAN         
REKLAME 

 

 
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN 

BADAN PENDAPATAN DAERAH 
JL. ALUN - ALUN TIMUR NOMOR 3 TELP. (0351) 453423 

E-mail : dipenda@madiunkab.go.id 
C A R U B A N 

 

 
SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD) 

PAJAK REKLAME 
Nomor : .................................................. 

Unit Pengelola           : ……………………. 
Jenis Permohonan   : ……………………. 

 
I. Data Pemilik : 

 
1. Nama Pemilik : ................................................................. 
2. Alamat : ................................................................. 

   RT .......... RW ...........    Kode Pos ............ 
3. Kelurahan : ................................................................. 

4. Kecamatan : ................................................................. 
5. Kota/Kab. Adm : ................................................................. 

6. Nomor Telepon : ................................................................. 
 
II. Data Wajib Pajak : 

 
1. Nama Badan Hukum : ................................................................. 

2. Alamat Badan Hukum : ................................................................. 
   RT .......... RW .............    Kode Pos .......... 

 
III. Data Reklame :  

 

1. Teks Reklame :  
2 Jenis Reklame : a. Papan/Billboard/Megatron/ 

Videotron/LED 
b. Kain 

c. Melekat/ Sticker 
d. Selebaran 
e. Berjana termasuk kendaraan 

f. Udara  
g. Suara 

h. Slide/Film 
i. Peragaan 

 

   

3.  Alamat/Tempat Pemasangan 
 a. Lokasi 

Pemasangan 

: ................................................................. 

   RT .......... RW .............     Kode Pos .......... 

 b. Kelurahan : ................................................................. 
 c. Kecamatan : ................................................................. 

 d. Kota/Kab.Adm : ................................................................. 
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4. Kode/Kelas Jalan : .....................................(diisi oleh petugas) 
5. Ukuran Reklame : Panjang ........m X Lebar  ..........m  =.....m2 

   Panjang ........m X Lebar  ..........m  =.....m2 
   Panjang ........m X Lebar  ..........m  =.....m2 

   Panjang ........m X Lebar  ..........m  =.....m2 
6. Jumlah Pemasangan : ......................................... lembar 
6. Jangka Waktu 

Pemasangan 

: Tanggal ............... s.d tanggal .................. 

7. Jenis Produk 

Reklame 

: a. Rokok 

b. Minuman beralkohol 
c. Produk Makanan/Minuman 

d. Produk Kecantikan 
e. Produk Perbankan 
f. Produk Automotif 

g. .................................................... 

 
IV. Keterangan Lain-lain :  

.......................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..........

....................................................................................................................................... 

 
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi 
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan 
bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas, beserta lampiran-lampirannya 

adalah benar dan lengkap.  

  Madiun, 

Wajib Pajak    
 

___________________ 
 

 

 

BUPATI MADIUN, 

 

ttd 

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO 

 

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 18 Agustus 2020     

 

 SEKRETARIS DAERAH, 
 

    ttd 
TONTRO PAHLAWANTO 

    
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 40 

 
SALINAN 

Sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

ttd 
ALIF MARGIANTO 

NIP. 197805252002121006 
 
 

2 


